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Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA PAGARALAM 
PROVIYfSI SUIIATERA SELA.TAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM 

NOMOR 10 TAHUN 2023 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

I\ 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

b. 

WALI KOTA PAGAR ALAM 

bahwa untuk melaksanakan. Retentuan Pasal 314 ayat 

(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 

persetujuan bersama; 

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang 

APBD Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang

undangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 

1. 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 

tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

80 tahun 2015 tentang Pembetukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157). 

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 

ten tang Reviu Atas Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Betita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan 

Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 

Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 910); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

27. Peraturan Menteri Dalam N egeri N omor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 431); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419). 

30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

31. Peraturan Daerah N omor 6 Tahun 2007 ten tang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 

32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 

2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah 

Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3); 

33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9); 
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34. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 

2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 

Nomor 11); 

35. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam 

Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 

2023 Nomor 32). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PAGAR ALAM 

DAN WALIKOTA PAGAR ALAM 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan APBD Kota Pagar Alam 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dalam 

1 (satu) Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

84 Tahun 2022 tentang Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, 

Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar 

Rp846.029.475.856,- (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Milyar Dua Puluh 

Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh 

Enam Rupiah), yang bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

(-7-) 



Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp66.036.549.530,- ( Enam Puluh Enam Milyar Tiga 

Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga 

Puluh Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

(2} Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan 

sebesar Rpl0.721.475.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu 

Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). 

(3} Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b 

direncanakan sebesar Rp4.489.363.500,-(Empat Milyar Empat Ratus 

Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus 

Rupiah). 

(4} Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1} huruf c direncanakan sebesar Rp9.409.58l.303,

(Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh 

Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah). 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.416.129.727,- (Empat Puluh 

Satu Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu 

Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). 

Pasal 5 

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp773.918. l 74.391,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga 

Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu 

Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu RupiahJ, yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.744.642.000,- (Tujuh Ratus Milyar 

Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu 

Rupiah). 
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dto

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;dan 

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 16 

Wali Kota Pagar Alam menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 17 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam. 

Diundangkan di Pagar Alam 

pada tanggal, �� \AZ�l 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KOTA PAGAWflLAM, 

�UFAHL�Sl 

Ditetapkan di Pagar Alam 
pada tanggal , �!3 txz.5,�01b'lr 2023 

fj. �LI KO.TJ\_PAGAR ALAM, 

L USAJnM\�\(:,-:� HA KURNIA 

L�MBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 10 

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM : 8-129 /2023 
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Lampiran I : Peraturan Daerah

Nomor : 10

Tanggal : 29 Desember 2023

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 66.036.549.530,00

4.1.01 Pajak Daerah 10.721.475.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 4.489.363.500,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.409.581.303,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 41.416.129.727,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 773.918.174.391,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 700.744.642.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 73.173.532.391,00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.074.751.935,00

4.3.01 Pendapatan Hibah 1.128.000.000,00

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4.946.751.935,00

Jumlah Pendapatan 846.029.475.856,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 731.372.205.641,00

5.1.01 Belanja Pegawai 371.681.951.702,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.407.721.983,00

5.1.04 Belanja Subsidi 670.000.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 39.155.881.956,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.456.650.000,00

5.2 BELANJA MODAL 140.696.440.586,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.123.966.912,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.933.910.693,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 63.309.577.919,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.205.145.062,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 123.840.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00

Jumlah Belanja 877.068.646.227,00

Total Surplus/(Defisit) -31.039.170.371,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH
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KODE URAIAN 

1 2 

6.1 PENERIMAAN PEMBIA Y AAN 

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

Pembiayaan Netto 

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 

SIPO-RI: dicetak pada 2023-12-29 09:49:32 

JUMLAH (Rp) 

3 

31.039.170.371,00 

31.039.170.371,00 

0,00 

31.039.170.371,00 

Kola Pagar Alam, 29 Desember 2023 

Pj Wa!ilt>ta 

Lm\:1r,ta Yudh�Kurnia 

0,00 

Halaman 2 


